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Upaya Kejaksaan Negeri saat ini belu

Klungkung mengaku sudah
sempat diperiksa dua kali ole
pihak kejaksaan. Hanya, statu
pemanggilan dirinya baru se
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Kasus GOR Nusa Penida

gil sebagai saksi dan sampai
menerima surat

udiarkajaya
bagai cgmat
sudah mendapati perencanaan
GOR, sehingga

kajaya

T

Dua Kali

taris dipegang Dewa Suamba,

serta posisi bendahara dipangku

Klungkung membongkar adanya pemanggilan lagl,” ujar Sudi- Kepala SMKN Nusa Penida dan
dugaan korupsi dalam pelaksa-  arkajaya dit mui seusai meng- Sekretaris Camat Nusa Penida
naan proyek GOR Nusa Penida hadiri acara pel intikan sekda  saat itu. ;
ditanggapi dingin oleh mantan di ruang PrajaMandala Kantor  Sudiarkajaya tidak menampik
Camat setempat Made Sudi- Bupati Klungkun: , Senin (10/8) ' pembangunan GOR Nusa P?ﬂ!f
_arkajaya. Selaku penanggung kemarin. Menurut dia, proyek dianggarakan dari pusat, Pem-
jawab proyek tersebut, Sudi- GOR Nusa nida lebih detil- prov Bali, dan APBD Klungkung.
arkajaya yang kini menjabat se- 1y ditangani ol panitia yang Pusat awalnya mengucurkan
bagai-Kepala Kantor Perizinan berisikan ketua, sekretaris, anggaran sekitar Rp 1,5 miliar,

Provinsi Bali 200 juta, sedangkan
APBD Klungkung mengucurkan
' dana dua kali masing-masing
- Rp 500 juta dan Rp 600 juta.

batas saksi terkai proyek yang  proyek ters t dilaksanakan. = Proyek dirancang tidak sampai

telah menelan dana sekitar Rp Ketua panit dijabat mantan finishing. :

2,2 miliar tersebut. Kepala UP isdikpora Nusa Selain itu, Sudiarkajaya juga
~“Baru dua kaﬂiaya dipang- Penida Ket Wiadnya, sekre- membantah kalau pembangunan

GOR Nusa Penida mangkrak.
Tribun GOR sempat dipakai ac-
ara Kemerdekaan RI pada 2010
silam, serta kejuaraan bola voli
.dan Fesifal Nusa Pe‘gida ‘tahun
lalu. Akan tetapi® iakuinya
proyek GOR Nusa Penida diker-
jakan secara swakelola.

Sebagai penanggung jawab,
Sudiarkajaya mendukung lang-
kah pihak kejaksaan menghi-
tung ulang proyek tersebut,
sehingga tidak menimbulkan
keraguan berapa besar biaya
yang dihabiskan. “Berapa besar
menghabiskan anggaran, saya
tidak tahu. Semua itu sudah
saya sampaikan ketika diper-
iksa,” tegasnya. (kmb) |
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Setelah cukup lama dit
- dalam kasus dugaan koru

' pok Tani Bina Winan
Kintamani I Nyoman
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berkas penyidikannya diny

Kajari Bangli Ida Ayu Ret-
nasari didampingi Kasi Pidsus
Bagus Putra saat ditemui sore
kemarin mengatakan, penahanan
terhadap tersangka dilakukan
setelah berkas penyidikan yang

gli lengkap. Tersangka ditahan di
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas
IIB Bangli. Dijelaskan, tersangka
ditahan lantaran kasus dugaan
korupsi yang membelitnya.
Tersangka diduga melakukan
penya‘lahgunaai\]r% 1c)lar:iaax.ri)ainrsos
pengembangan UPPO dari Dirjen
‘s&%ﬁ:}i’rasarana Kementerian
Pertaian 2012 yang diterima Kel-
ompok Tani Bina Winangun di
Banjar Taksu, Desa Batur. Sesuai

juta harusnya dipergunakan un-
tuk beberapa pengadaan. Tetapi
dalam pengelolaannya, dana
tersebut ternyata melexieéig dari
rencana usulan keﬁatan elom-
pok. “Dana tersebut

diserahkan penyidik Polres Ban- |

petunjuk, bantuan senilai Rp 340

seharusnya

Korupsi Bansos

jari Tahan Tersang

{

tapkan gebagai tersangka
si bansos pengembangan

anjar Taksu Tengah, Batur,
a, akhirnya ditahan pihak

. unit pengolahan pupl;l.alor anik (UPPO), Ketua Kelom-
J

' Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli, Senin (10/8) sore. Pe-
nahanan terhadap tersangka dilakukan setelah semua

takan rampung.

dipergunakan untuk pengolahan
pupuk. Tetapi tidak semuanya
dipergunakan bahkan ada yang
dipergunakan untuk membayar
kredit sendiri,” terang Kasipid-
sus. ‘

Selain itu sejumlah uang ban-
sos tersebut juga ada yang diper-
gunakan untuk membayar tenaga
buruh dan membuat sekretariat
kelompok. Akan tetapi, hal itu
tidak bisa dipertanggungjawab-
kan, lantaran tidak ada bukti
kuitansi maupun pendukung
lainnya. Tersangka, ungkap Ka-
sipidsus, selama ini mengelola
uang tersebut sendirian. Padahal
saat pengajuan menggunakan
nama kelompok. “Tersangka
menggunakan uang itu tanpa
sepengetahuan kelompok,” jelas-
nya. !

Sesuai perhitungan yang di-
lakukan BPKP total kerugian
yang ditimbulkan mencapai Rp
340 juta. Atas perbuatannya itu

a
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dalamkaswa rupsi ini, mantan
' Kepala Dinas Pertanian, Perke-
bunan dan Per utanan (P3)
impahkan ke Pe dilanTlplkor Bangli berinisial WS juga ikut

iad a; a t dtbawa menuju Rutan Bangll.

B;A: Post/i “:na

aktif di Pemkab Bangh tersebut
bahkan telah ditetapkan sebagai
. tersangka oleh Unit Tipikor Pol-
res Bangli sejak beberapa bulan
lalu. Dia ditetapkan sebagai ter-
sangka lantaran berperan besar

- hingga menciptakan keruglan
sih negara (kmb40) !
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PPAS Tahun 2016

-

Belanja daerah Kabupaten Giany lam Prioritas Plafon Anggaran Semen-
tara (PPAS) tahun 2016 dirancang Rp 1.532.546.253.965 atau naik 6,05 persen
dari APBD 2015 yang sebesar Rp 1.445.120.498.815. Meski secara umum diran-
cang naik, terdapat sejumlah pos belanja yang justru menurun. Salah satunya

Gianyar (Bali Post) - |
a d;

belanja m(:jal. Komisi III DPRD Gianyar pun mendesak pemerintah menaikkan

rancangan belanja m(Ldal lantaran th t}ersebut. bersentuhan langsung dengan
ALERA N

kepenting

Pada PPAS 2016 vang sedang
dibahas di DPRD Gianyar, pada
pos belanja tidak langsung,
belanja hibah pada Plafon Ang-
garan Sementara tahun 2016
dirancang turun sebesar Rp

n masyara

'887.760.000 atau 3,94 persen

menjadi Rp 21.626.949.500 dari
APBD induk 2015 yang sebe-
sar Rp 22.514.709.500. Bansos
dirancang Rp 4.186.130.000.
Jumlah ini turun Rp 987.500.000
atau 19,09 persen dari APBD

induk 2015 yang sebesar Rp
5.173.630.000.

Pada pos belanja dek
langsung, alokasi terbesar
adalah untuk belanja pegawai.
Jika pada APBD induk 2015
dipasang Rp 881.083.049.670,
maka pada PPAS 2016 diran-
cang naik 5,1 persen menjadi
Rp 883.350.786.398

Sedangkan pada pos belanja
langsung, pada APBD 2015
dirancang Rp 451.653.888.694.

at. 1

ma PPAS 221 dirancang
ik 9,96 persen menjadi Rp
496.550.403.471. Menariknya,
salah satu elemen belanja lang-
sung yakni belanja modal justru
dirancang turun. Pada PPAS 2016
dirancang Rp | 187.092.456.237.
Angka ini turun sebesar Rp
4.189.513.171 atau| 2,19 persen
dari APBD induk 2015.
Diminta k?n irmasinya
mengenai hal ini, Ketua
Komisi III DPRD

AA. Gede Ag}m% Wiraman-
tara, Senin (10/8) kemarin,
mengungkapkan, pihaknya
tidak begitu mempersoalkan
turunnya alokasi dana bansos
dan hibah pada KUA-PPAS
tahun 2016. “Kalau hibah
dan bansos kami tidak terlalu
mempersoalkan karena adan-
ya aturan baru,” katanya.
ang menjadi persoalan
justru pada pos belanja mod-
al. Dia berpendapat, belanja
modal merupakan alokasi
anggaran yang bersentuhan
langsung dengan kepentingan
masyarakat. Seharusnya tiap
tahun belanja modal diting-
katkan, bukan justru turun.
“Tadi (kemarin, red) kami
sudah bahas di Japat kerja
anggaran dengan Dispenda,
Bagian Keuangan dan Asisten

Gianyar

III. Kita minta selaraskan
khususnya untuk belanja
modal. Karena bansos terbe-
lenggu undang-undang, kita
harus tingkatkan kegiatan
untuk pembangunan melalui
belanja modal. Supaya APBD
Gianyar benar-benar pro-
rakyat,” tegasnya.

Komisi 111, kata dia, telah
meminta eksekutif untuk
menggenjot pendapatan asli
daerah (PAD) agar aloka-
si anggaran untuk belanja
modal bisa ditingkatkan. Se-
suai kesepakatan pada RKA
kemarin, PAD diharapkan
dirancang menjadi Rp 425
miliar. “Dengan naiknya ini,
kami minta naikkan belanja
modal karena itu menyang-
kut masalah infrastruktur,”
katanya. (kmb25)




